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BELAN-BUE_AN AKHER E&@NSE’E’E‘UANEE
. Zuﬁflkar Ghazah

masa Orde ixama, ftmgsa ﬂan Konsﬁman- -

%e szmgat faaa} galam kehidupan politik bangsa -

Indonesia pada saat itu, karena dari badan ini-
‘iah kita memperoleh Undang-undang Dasar,

A n_teiapx pergwcahan yang ierjadi di antara .

/ éaggma Konstituante itu sendiri tidak dapat di-.. .
- pindari h_ai initah dasebabkan adanya perbedasa -
secarp tajam antara kepentingan masing-masing
angoots. Perpecaban inilak yang menyebabkan
Komstituante tidak dapat menjalankan fungsi-
nya yang pads akbirnya menyebabkan. pem--
bubaran dari badan tersebnt.

Penganiaz’ _ __

‘Spatu perubahan besar dalam kehldnpan pohuk dan pemerintahan di
Indonesxa temach tigapu}uh tahun lalu, tatkala diumumkan Dekrit Presiden
5 Juh 1959 Deknt yang berisi tiga hal 1 (1) pembubaraﬁ Konstituante, (2)-
berlakunya kembah UUD 1945, (3) pembentukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) Sementara dan Dewan Pernmbangan Agung (DPS) Semen-.
tara, membawa pohtxk Indones:a ke suatu masa yang dikenal bernama sistem
poht]}c Demekram Terpxmpml _

‘Dalam pada itu pembentukan negara kesatuan di awal 1950 memperh-.
hatkaﬂ bahwa bentuk negara dan pemerzntahan yang direncanakan itu ber-.
slfai semantara Kepasuan tentang cita-cita hidup bernegara dan bermasya--
rakat hanya dlmungkmkan dengan adaniva pemilihan nmum bagi mendapat-
kan Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante {yang bertugas merencana--
kan dan menentukan UUD) yang sesuai dengan keinginan rakyat banyak..
Dengan demikian bentuk negara dan pemermtah sepanjang 1950-an sudah
jelas mengandung banyak kelemahan dan kekurangan. Akan tetapi hal itu
tidak menjadikan pudar atau hilang sama sekali keinginan untuk hidup dalam
demokrasi moderen. Hal ini terumus dalam "Negara-hukum Indonesia
Merdeka yang berdauiat sempurna”.2

Dengan demaklan pembentukan Konstltuante, melaim pemilihan umum,

! penamaan ini beraklrur dengan tergadmya GBGS/‘PKI dlakhu September 3965 Awal perjalanan Orde
berikuinya dianggap toutal 11 Maret 1966, walﬂupun berawal Orde itu kebih Jelas setelah berakhir SU MPRS
5 Jull 1966, - o e . .

2 Mukaddimaﬁ 'UUD 1950, Supcmo, uuD Semenmrs'ne'gmbiik lédonav.ia, Jakara Moordhofi-Kolff, 'NV, '
Pendahuiuan berraasa Januari 1954, . 21,
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dengan tugas yang Juhur itu ‘memerlukan pemahaman tentang masalah-
masalah utama apa yang perlu dibicarakan, dirumuskan dan ditetapkan dalam
UUD yang baru itu. Rangkaian pikiran itu menjadi perhatian yang ingin di-
kemukakan dalam tulisan ini, dan hal itu dimulai déngan pertanyaan, beban
apa saja yang terjadi dan mendorong dikeluarkannya dekrit tersebut, pem-
bicaraan yang bagaimana hingga Konstituante dibubarkan dan kembali ber-
Iakuri_'y D:1945 yang juga bersifat sementara, dan kenapa perlu ditegas-
kan pembentukan lembaga tinggi (MPR dan DPA) yang belum ada selama
ini uk memudahkan pembahasan, tulisan ini dibagi dalam pokok-pokok

pémai;g:}a_ri__f?_ig}:sadan (dan pemerintah), dilanjutkan dengan perdebatan dalam

‘bervariasi dan diakhiri dengan penutup. Dapat pula dike-
<an ‘bahwa pengamatan ‘dilakukan pada rmasa-masa akhir tugas
Konstituante, sepanjang tahun 1959; sampai dihentikannya pembicaraan
dalam lemba; "a'fitu‘_:@.t_as larangan Penguasa Perang Pusat (Peperpu)3 .

P@kok-p@k@% | pikiran Presiden {(dan pemeriniakh)

Dalam pembukaan pleno I 1959 timbul masalah tentang perubahan acara
seperti yang telah disepakati dalam sidang Panitia Persiapan Konstitusi 19
Februari 1959. Panitia Persiapan Konstitusi sepakat acara dalam pleno 1959
meliputi pembahasan tentang (1) Bentuk negara dan sistemn pemerintah. (2)
Mukaddimah UUD, dan (3} Asas-asas Dasar. Akan tetapi terjadi perubahan
dengan beiken kesempatan pada Presider untuk berbicara dengan sidang*
Sudah “tentu hal ini menimbulkan perdebatan. Sudjono ‘Tiiptoprawiro
(Buruh) dan M. Thaha (Perti) bertanva tentang perobahan acara itu, 5 Sjukri
Ghazali (NU) dan H. Husni (Masjumi) meminta agar sidang mengambil ke-
putusan terhadap rumusan pasal-pasal dan materi-materi yang sudah diha-
silkan oleh Panitia Persiapan Konstitusi. Hal yang berbeda datang dari Asnawi
Said (Gerakan Pembela Pantja Sila, GPPS) yang meminta agar pleno mem-
beri kesempatan kepada Presiden untuk menyampaikan pidatonya tentang
kembali ke UUD 1945, Perdebatan ini menyebabkan panitia musyawarat ter-
libat dan'menghasilkan kesepatan (1) materi rapat membicarakan dan meng-
ambil keputusan mengenai usul Presiden itu, dan (2) juga mengambii kepu-
tusan mengenai hasil kerja Panitia Persiapan Konstitusi yvang mendapat du-
lfi_gg“a}_n “sedikitnya duapertiga dari jumlah anggota.s Kesepakatan yang

3 Ketika itu negara dalam keadaan SOB (Staat van Orloz en Beteg, negara datam keadzan darurat perang)
sejak 14 Maret 1957, 05 o i s

4 Pidato ini merupakan yang kedua. Pidato pertama disampaikan pada pleno 1 {10 Nopember) 1856.

SMenurus tata tertib, acara ditetapkan delam pleno pada permulaan sidang sesudah dipastikan materi dari
Panitiz Persiapan Konstitusi, atau penetapan dapat juga datang dari Panitia Musyawarat Konstituante.

6 Para ahggota Konstituante tidak menyadari kemungkinan lain seandainya pembicaraan "kembali ke UUD
1945" tidak mencapai hasil yang diinginkan pemerintah. Mereka tidak sadar bahwa tidak ada jalan kembali
bagi pemerintah bila sarannya gagal diterima Konstituante, Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Masional.
Jakarta 1 PT Pustaka Utama Grafisi, 1987, h. 769 ) o )
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1idak s'émp'at’ erjalan karena adanya 1arangan Earangan bersxdang*‘ :
nsumante atas penmah Peperpu e

nya 'Amanat Pendemaan Rakyat yang terjabar dalam (1) mptakan suatu"
rakat achl dan makmur (2) bentuk suatu negara kesatuan berdasar—"

berpendapat Amanat Pendentaan Rakyat men_}nwat ?sagam Jakarta 22 3um‘
amping UUD" 1945 secara keseluruhan, dari pembukaan sampa L
batang tubuhnya Yang pentmg lagi, kata Soekarno adalah “jiwa, semangat
Kepnbadzan ‘Bangsa Indonesia dan Amanat ....... yang mewahyui Konstitu=
si' Proklamasi 17 Agiistus 1945710 Lebih lanjut ‘amanat penderitaan rakyat’ -
itn dljabarkan ‘dalam tiga hal utama, yaitu (1) tentang UUD 1945, (2) tentang’
prosednr kembah ke UUD 1945, ‘dan (3) tentang masuknya golongan"
fungsxomi atau golongan karya ke dalam DPR.  © "
S Hal utama pertama (UUD }945) dijabarkan Presiden dalam sepuiuh

pokok plklran 11 Pertama, UUD 1945 merupakan *dokumen historis” yang’
memad: dasar dimana revolusi dlmu]al dan j juga landasan bagi penyelesaian’
rev I;_.zs: pada tmgkatan yang sekarang. ‘Hal ini disebabkan karena revolusi
nasional belum selesai. Kedua, UUD 1945 cukup ‘demokratis dan sesuai
denga__f keprlbadlan Bangsa ‘Indonesia. Kepnbadxan Ftu. terwujud’ daiam!
pemahaman temang kerakyatan yang mengandung arti suatu sistern di mana’
golongan-golongan yang lemah mendapat” perlindungan, dan golongan-
golohgan vang kuat dibatas 'kekuatannya. Pemahaman itz dinamakan’
Soekarno, sebagal gaided- demosracy. Ketiga, UUD 1945 menjamin terlak-
sananya pnn51~pr1n51p Demokrasi Terpampm Demokrasi- vang ‘disebit

Soekarno itu didefinisikan sebagai pimpinan dalam demokrasi terpimpin ada-

1 Keputusan ?eperpu berncmor PRT/REPERPU/()‘#D/]QSQ iangal 3 .Fum 1959, 30 tahun indonesm Merdeka, .
jilid li h 140, Sulit untuk dtmﬁngem kenapa miliser menempuh tindakan tersebut, Secara politik, hanya
PKl'vang Jclai tidak'akan hadir dalam persidanpan Konstiniante setelzh pemunguian suara *kembali ke DUD
19454 ranggal. 2 Juni ‘1939, Kelihatannya militer mendapat: kesempatan bagi dukungannya pada keinginan:
yang sama dengan kemawan Presiden (dan pemerintaht), Jahja Muhaimin, Perkembangan Militer, daiam pahuk!
i lndonesm (1945»i966) Jog}akana Gadjah Mada Press, 1971, h.99-101. s

8 Pzdasu Presnden dldepan sndang Konsntuame sama sekali tidak menymggung 1ugas, dan has:i lembaga :er- _
sebug, Akan leta;m lebih menjurus kepada Leinginan | Presiden agar Konstiluante menerma UUD 1945 sebagai
pllshan Qalam menentukan UUD Baru yang akan disétujui dan disahkan lembaga tersebut. Pidato dan per-
nyataan Presiden tentang situasi dan kondisi nasional yang berkaitan dengan tugas Konstituante justru dibe-.
rikan dalam, pidato- pidato yang lain, misalnya pidato 16 Agustus 1936, 1937, 1938, Juga plciam pada han-
han nas:onai lamnyd. m;saln}a 28 Ol\:ober 1956 dan 10, Novembez 1957 . '

2 Bisalah Perundingan 1959, jiild i, h. 13
10 ghid., h. 16

1 35id., h. 16-29
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fah, permusyawaratan, Hasil permusyawaratan-perwakilan yang dimpxmpm
oleh hikmat kebijaksanaan itu diserahkan kepada Presiden, Sementara ity
konsekuensx dari pelaksanaan demokra31 terplmpm beraklbat {1) penertlban"
dan engaturan kehidupan, kepartaaan £2) penyaluran golongan-golonga.n
fungsz ke dalam perwakilan Lntuk kelancaran roda pemermtahan an:
struktur politik, dan (3) adanya 51stem yang menjamin. kommultas pemenm
tah‘untuk menjaiankan program yang ada. Keempat, UUD. 1945 .mengatur,
: intah yang stabil dalam waktu- lima, tahun Keilma, adanya goiongan
fungsio; _' menjadi unbangan terhadap pengaruh partal polmk Golongan ini
dap d;terxma dalam perwakﬂan (DPR} berdasarkan pasal 19 UUD 194
da

tugas pekerjaannya d: Iapangan produks: dan menuruz gasa da;;zm me]aksa—,
nakan pembangunan masyarakat adil dan makmur Keenam,. kaltan hubungan,
antara Demokrasi Terpimpin dengan Ekonomi Terplnpm Hali ini berkaltan'
dengan tidak, Jberjalannya pasal 38 '{}UD Sementara yang pada mtlnya sama
dengan pasai 33, Uub 1945 Ketu;uh UUD 1945 leblh fieksabei bagi melakn.-
kar, perobahan perobahan .pada batang tubuhnya dengan hanya memerm-:_
kan ‘duapertiga suara dalam MPR. Kedelapan, UUD 1945 harus dlpertaham
kan ‘secara keseiumhau dan pembukaan sempai aturan peralihan da.n;
tambahan {anpa perobahan atau menyempurnakan salah satu dari yang, ada_
itu. Waiaupun pmklamator itu sendiri mengakui ketidaksesuaian. UuUD 1945_
(maSLh terdapamya aturan perahhan dan tambahan) akan tetapi ia mmtaf
tanuguhkan usaha—usaha untnk menyempurnakannya Kesembilan, penga-
kuan {erhadap Plagam .}’akarta -yang tidak bersifat 1n51dent11 dengan hara-.
pan. dapat. .dipulihkan. masaiah—masaiah _yang. ada, bagx melaksanakan
pembangunan yang ada. Kesepuh:h perubahau terhadap UUD 1945 yang,
dimungkinkan pleh pasa! 37 UUD 1945 agar dilakukan setelah tercapall
stabilitas politik dan ekonorm Hal ini terlibat dalam pernyataan dari pemim-
pin’ besar itu’seéndiri ... “seyogianya Janganlah ‘mengadakan perobahan‘
perebahan dalam’ pembukaan 37.pasal, aturan peralihan aturan tambahan,.
baik: sekarang maupun kelak™. Hal ini dipertegaskannya lagi dalam"usaha-
usaha ‘penvempurnain dapat d;wu;udkan besok “dengan menyambungj
Konstitusi Proklamasi ....... secara berangsur setiap waktu ......." dan ini di-
namakan Soekamo "Tambahan Undang~Undan¢ Dasar 19457~ ' "
. Hal utama kedua (prosedur kembali ke. uuD 1945)12 dljabarkan dalam.
empat pokok pikiran. Pertama, diakuinya Piagam Jakarta 22 Juni 1945
sebagai dokumen historis, Kedua, segala hasil Konstliuante yang telahterca-
pai kesepakatannya diserahkan pada pemermtah Kealga pemerintah akan’
membentuk Panitia Negara untuk menjamin segala peraturan-peraturan’

12 hid. b, 30-6




Bandunw ngﬁm 1m mer upaixdn penetapan | dan penoumuman UUD 1945’{ ;
'5ebagaz UUD chubhk lndonesxa Plagam ini dix encanakan ditandatangani

“taian 'usua; dcngan UUD 1945 b} menenmkan norma norma dan et;k k
ra aaan" ‘dan:{c): menetapkan svarat-syarat.baru bagl partai uniuk meiaks
nakan hakipilih pasif{hak pilih untuk dipilib),-Kedua, di dalam DPR yang
dldapat dengan: pemilihansmumakan duduk wakil-wakil golongan fungslo.,-" '
nil K%ﬂﬁa, duduknya wakil-wakil tersebut.diatur.dengan-cara (a).memasu
‘kanwakil-wakil golongan fungsionil dalam satu daftar-calon partai di bawah
satu bendera dengan partaiatau kumpulan pemilihan dengan tidak memper— 1
soatkan jumlah wakil golongan fungsionil; sepertiga ataw separoh jumlah kursi
DPR. Adapun pelaksanaan hak pilih dilakukan satu kali, dan {b) pengang-
katan oleh Presiden/Pang-lima Tertinggi APR1: Dijelaskan pula golongan-
golongan fungsionil itu-adalah-tani, buruh, pengusaha nasional, Angkatan
Bersenjata,: -veteran, -alim. ulama, Angkatan 1945, jasa, daerah dan. lain
sebagainya.: Keempat untukipengisian wakil golongan fungsionil sepert' i
maksud butir ketiga-(a), Fresiden dibantu Frong Nasional. Front itu sendlr;
terdiri:dari- wakil-wakil- golongan fungsionil .dan. Jlembaga; ini- bukanlah
-From Nasional Pembebasan' Irian-Barat vang: seperii. dxketahu: berada i
‘bawah pengaruh-Angkatan Darat.!? Front-Masional dimaksud. men;ad: aiai
penggerak masyarakat secara’ demokratis di bidang pembangunan, . Kehma
perlu.adanya kerjasama di antara golongan {ungsional di dalam’ DPR sesual
dengan-kepentingan:negara dan kepentingan bersama. Kerja.sama mana di-
tujukan bagi'menjamin adanya stabilitas-di bidang politik. Keenam, . Presi-
«den/Panglima: Tertinggl -AFRI ‘mengangkat anggota DPR dari Angkatan
Bersenjata, termasuk-juga:Organisasi Kearmnanan Desa (OKD) Organisasi Per-
tahanan-Rakyat (OPR): Keseluruhan pengangkatan itu “sesuai dengan_l SUSUN-

iran- pli\lmn padd hal mam a
Qllddkdi;tilslas {(I laln ha] utama pcr!amd) dl alarbelakangl oleh éum.zn Vg Ruat
T babwa anggota- dnggma Konstituanice pada dasarnya sudah cukup paham dengan maksud, tujuan dan isi dasi
UUD 1945, sedanghan (dalam hal utama kedua) Karena sifatnya hanya masalah prosedur befaka,.

14 1hid., h. 33-R.

13 presiden menganggap perlu menegaskan hal iné, karena mititer sidal meraguksan Beberapa Konsep deino-
krasi terpimpin, sementara isyu internasional uatek konsumsi politik dalam neged adalab vsaha “pengembatian
Irian Barai ke dalam panghuan Ibu Pertiwi”., AN Masution, Hekaryasn ABRI, Jakara @ Seruling Masa,
1978, . 157-60, o
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an demokrasz tcermpm dan dilakukan dalam rangka kembali ke UUD 19457,
Dapai dljelaskan dengan pengangkatan itlr; Angkatan Bersenjata tidak lag1
menggunakan ‘hak pilih aktif {memilih) dan hak pilik’ pas;f (dipilih}. Ditegas:
kan puia merek& {anggota Angkatan Bersenjata) vang tidak ingin melepag:
Kan, secara ‘sukarela hak piliknya itu diharuskan meninggalkan ‘organisasi
tersebut gem_guh, pembentukan Front Nasmnai dﬂakukan atas dasar Per.
aturan: Pemermtah SRR T ; :
:Seteiah menjeiaskan keuga hal utama’‘itu,” dzkemukakan juga oleh
Presxden ‘pertamia ity tentang adanya ‘dualisme yang menghambat cita-cita
mennju-masyakat adii -dan makimur.16 Pertama, dualisme antar - Pimpinan
j Revomsi f dengan Pimpinan Pemerintah.: Hal. ini: disebabkan oleh: sistem
Demckras; Parlementer_yang multi partai. Kedua, dualisme pengertian ting:
Katan'révolusi; selesai atau belum selesai. Menurut Soekarno, revolusi belum
selesai’dan rakyat sendiri mérasa dirinya “on the run”. Ketiga, dualisme dalam
pelaksandai’ deinokrasi dalam ‘arti “demiokrasi untuk rakyat”. atau “rakyat
untiuk‘demokrasi”, Keepat, dualisme daiam pembangunan dalam’ arti
"pémbangunay secara liberal kapitalis” atau “pembangunan secara sosialis
ala: Indbnésia #: Penjelasan-lebih 4anjut dari amanat Presiden itu- diberikan
oléh Perdana Menteri (PM) Djuanda dalam kesempatan men}awab peman-
dangan umum pertama ‘dan kedua,

Menurut ‘Diuanda; landasan darx kemgman untuk ”kembaii ke UUB
1945" bermula dari‘adanya konsepsi Presiden 21 Pebruari 1957. PM Djuanda
sampai pada suatu kesimpufan ..;. “untik menyelenggarakan konsep-.... Pre-
siden dan’ Pémerintah yakin bahwa UUD 1945 lebih menjamin terlaksana-
nya prinsip demokrasx terpimpin” . 17:PM:menjelaskan realisasi demokrasi ter-
pimpin memang perlu ‘dilaksanakan dengan cara revolusioner, waldupun se-
nantiasa dltempuh jalan ‘musvawarah secara konstitusionil. Hal ini'dimak-
sud emlmpm kabinet ity dalay pemahaman  “pemusyawaratan -dalam
pengeruan UUD 1945 harus dziakukan secara kerakyatan........ yang dipim-
pin oleh ‘hikmiat kebijaksanaan ...... 718 Diemnokrasi terpimpin dilihat oleh
Kepala’ Pemermtahan bentukan Soekarno-itu sebagai terapi sehingga dina-
makan % ”demokrasa ‘karya vang diatir dan berencana” .19 PM menolak
pula pendapat yang beranggapan UUD 1945 inerupakan bahan tambahan
belaka bagi &onsntuante untuk menetapkan UUD Republik Indonesia. Di-
samping itu terhadap DUUD 1945 tidak perli dilakukan perobahan mengingat
akan segera dibentuk MPE menurut UUD 19435, sehingga tidak diperiukan
adanya Senat. Apalagi wakil-wakil daerah dapat dicapai dengan pembentuk-
an MPR (pasal 2UUD 1945) MPR vang direncanakan September 1860 dan

16 Risalah Perundingan 1959. jitid 1, h. 40-1
17 Risslah Perunitingaa 1959, jilid 11, h. 810
18 poid., 808

19 ghig., . 869

20 1bid., h. 815-30.
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dilantik Maret 1961 bhagh (DP Ry dan d\,’h,‘\i tahun 1962 (bagi MPR). PM juga
mgzzutup k-.mumknmn Halany pcnjddﬂnn\,a itu,, mcmbulm%\ MPE\ vang,
arl DPR . dan.Konstituante dan, menolak dmdakannva pumhhdu :
‘akil Presiden(seusai pdbd] 6 uuD. 194\} oleh DPR dan '_

fmddnaan dfm ;vezzdamt pj }ak pum;m{ Lzh xemdkm Lcm@s dalam mun -

ab tanggapan uetﬁldh pemandangan umum kedua. PM muw]‘;i\ bme dpd,:. '
pe Tllﬁ_iadi! angeoly; ’omnuaznt {seperti pnmbemuka.n Senat, dan pembc:_
mk an k bmcl,Prcs;dLnbzl boekarno Hatta) denﬁan Lamkanlah sem‘wnm:

_ 'gi\an pumh]mn DPI\ h i a!u 5 _
keamanan.di beberapa dacrah, == dd!l (3) punu mmh ddn DPR yang, add bCl—;;
alaiz terus dengan; kcsuhian kujdsamd di antara kedug lembaga tusebuig
%drcna pu teniangan. dﬂial& Konstmzante de;z;,a.n Pemeumah akan dildngut{;

Presiden: (dan 5eszhk11 bawamya pemermtah) sudah bemda pac‘ia s'ua'tu
paman bagi keinginan mercka untuk melaksanakan UUD 1945 di dalam ke-i
Demokrasi. Terpimpin. «Dalam hubuf*gén dengan pandangan c,hmf:
kemg aan- Presiden. (dan . pemerintah), anggota-anggota Konstituante juga.
menocfnmkdkdn.p..,ndapaz ‘mergka sepu_{i_ d_iu;'aikan ﬁelzlnju,tnya.: y. /..

Perﬁehatan ﬁaiam pandangan yaﬂg hewarms;

. _Secafa YT usui umuk ”L.embaia &.e Uﬂ!) 3%5“ sepuiz yanﬂ dlmak—
sudkan Presiden disetujui eleh Achmad Sockar madidjaja (IPK1). Menurut
Achmad, revolusi memang belum selesal yang terlihat dari belum kembali-
nya Irian Barat (nama Irian Jaya ketikaity),. termastk Juga masih bertaku-,
nyaorde hukum, politik;ekonomi, dag osulyam berbau warisan kolonial.
Disamping itu perkembangan masyarakat dalam fase revolusi sekarang ada-
lah dengan menerima keinginan Presiden tersebut® Dukungan bagi keingin::
an Presiden juga datang dari Njoto (PKI). Menurut anggota pohib;ro partal.
komunis terscbut, penerimaan mereka dlletakkan d'ﬂdm rangka kestabllan :

2V ierutama dengan mengingat undakan Presiden dalam pembentukan kabinet setelal jatuhnya kabinet Al 1
22 UUD Sementara memungkinkan pembubaraa paslemen, sementara hondisi keamanan dan lainnya md:
nvuiithan kemungkinan berlangsungnya suatt pemilihan umum, :

23 pisalah Perundingan 1959, jifid 111, h. 1810-23.
24 pisalan Perundingan 1959, iid 1, h. 106-10.
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progresﬁ 23 Dukungan vang sama diberikan oleh Wikana vang sefraksi
dengan Nto;o Sedangkan IR Lobo (Permai) berpendapat masuknya .golon--
gan fungsmml ke dalam DPR 'sésuai dengan' ...... “sistern satu partai”,2s '

“‘Dalam pada itu Mr. Tadjuddin Noor {PIR-Hazairin) berpendapat ke. m-i'
ginan Presaden (dan pemerintah} sebaiknya disalurkan melalui DPR seusail
padai 14{} UUD Sementara.?’ beberapa anggota mengemukakan pendapat
mereka yang pada dasamya meragukan kemungkman "kembali ke UUD
19457 itu sesuai ‘dengan jiwa dan semangai Prokiamasi 17 Agustus 1945
Mlsalnya Prof.'SM Abidin (Buruh) berpendapat’ Demokrasi Terpimpin telah
dualankan oleh pemerintah dengan pengangkatan diri Presiden’ sebagai pents
1k kabinet dan adanya pembentukan Dewan Nasional. Abidin'mencoba
mengklésxfikasx perbedaan antara "demokrasi terpxmpm oude sﬂ;ﬁ . dalam: -
rangka UUD Sementara seperti penbentukan kabinet dan Dewan Nasional
itu; “dengan *Gemokrasi terpxmpm nieuw stijl” yang ‘berjalam dalam rangka
UUD 1945, Kecaman' pemimpin Buruh itu terungkap dengan kritikannya pada:
kesederhanaan UUD 1845 sehingga ........ "Tindakan tindskan di bidang ke-
tatanegaraan yang dalara UUD Sementara diangpap penyelewengan, di dalaw,
mmgka UUD 1945 tidak disnggap penyelewengan”.2® Abidin membanding-
kan pula kesempurnaan UUD Sementara dengan dimuatnya beberapa kebe-
basan sebagai bagian dari pengakuan pada adanyva Hak-hak Asasi Manusia,
yang di dalam UUD 1945 hampir tidak ada; sehingga bérarti "pengorbanar:
yang sangat besar di pibak rakyat dan kelehsasaan yang sengat besar dipihak
penguasa" 29 Hal itu berarti juga ...... "adalah kemunduran besar bagi per-
juangan kemerdekaan rakyat”.3 Padahal yang penting, menurut Abidin,
adalah ..... "ketaatan kepada UUD dan kejujuran Pemerintah melaksana—-
kan pasal-pasalnya”.3! Mungkin kecaman yang paling keras dari pemimpin’
Buruh dalam Konstituante itu adalah-pada pendapatnya bahwa pemerintah
demokratis bertujuan mengusahakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,
sedangkan tujuan pemeriniah seperti keterangan PM di depan parlémen (2
Marei 1959) memperlihatkan keinginan mempertahankan kedudukan
gol¢' an yang berkuasa yang beraru ‘juga pemenntah otokrasx atau
dxtaktur A

‘Pembicara yang panjang lebar membahas keinginan Presiden (dan
pemerintah) dalam berbagai aspek dengan perspektif yang jauh dan luas di-
kemukakan oleh Prawoto Mangkusasmito (Masjumi). Menurnt Ketua Umnum

25 foid., b, 131-8
26 Risalah Pemmiugan 1959, jilid Ii, . 594
2T Ricatah Perundingan 1958, jilid I, h, 510-21

28 fhid,m h. 112
29 1.,
30 ghid,,
3 1bid., n. 144,

32 mpid., b 115
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yang dengan " penuh telemnss dan persaudaman memperguﬂngkan ndeo%agmya'
secara jujur”.4! Hal ini dikaitkan pembmara dari fraksi Penyaluran itu dalam
konteks penyeiesazan pembemniakan yang dilakukan oleh DI/TII di beberapa’
tempat Apaiagi dzharapkan adanya ”kesatuan Nas:onal keutuhan bangsa _

de,__ g' n'SJalfuddm cixkemukakan ‘oleh H. Sjalfuddm Zubri (NU), yang' meh-j‘
hat perlu dltempuh suatu permufakatan antara kelompok pendukung dasar'

! pai {i} menoiak untuk’ ”kembah ke UUD 1945” secara’
keseluruhan dan 2). menerima naskah uup 1945 scbagai bahan berharga .
untuk ditm;au dan dxgunakan daim menyusun UUD Republik Indonesia yang
tetap menurut tata tertib dan tata kerja Konstituante. Penolakan Yap itu di-
dasarkan pada terdapainya keiemahan yang menonjol dalam UubD 1943
tentang pertanggung jawab, dalam pasai -pasal UUD 1945 tentang pertang-
gung jawab,. adalam M. Tahir Abubakar (PSII) yang melihat hal tersebut
hanya terdapat da}am penjelasan berupa ”perianggung jawab Presiden itu
hanya d:tetapkan menurut logika dan !xdak menurut ketenman hukum, jadi
dapai dnngkan atan ditolak”.%

Perkembangan lebih lanjut memperhhatkan pandangan untuk menolak
UUD 1945 secara kes eluruhan dan utuh, terutama bagi :cepentmgan Islam,
dakemukakan oleh Kusalm Sabil {Perti). Menurut pembicara dari fraksi Islam
itu, ia dapat menenma UUD 1945 dengan men;adikan Plagam Jakarta sebagai
Mukaddimah UUD tersebut dan segala hasil Konstituante yang telah terca-
pai dipakai untuk menyempurnakag UUD 1945.47 Hal yang sama dikemu-
kakan oleh Prof. Kahar Muzakkir, salah seorang penandatanganan Piagam
yang terkenal ftu, sehmgga dapat ...... "sebagai sumber pengambilan hukum
umuk ummar Islam warga-negara Repubhk Ina'ones;a # 48 Muzzakir, dengan
mengutip pendapat Ki Bagus Hadikusumo (salah seorang yang diajak berun-
- ding oleh Hatta pada tanggal 18 Agustus 1845), berpendapat bahwa .......

"pasal-pasal yang mengenai Islam dan Ummat Islam telah dihapuskan dan
dxlenyapkan dari UUD 1945, Maka oleh karenanya sebenamya ummat IsIam

41 Iid.. h. 165,

42 bid., h. 169.

43 I5id., . 226., Deliar Noer, 8p eit., h, 428

44 Fraksi ini terdis dar golongan minoritas Tionghoa yang diangkat berdasarkan ketentuan vang ada. Mercka
beriumlah J orang, akan retapi dalam pemungutan suarz vntuk "kembali k2 UUD 1945 secara keseluruhan”
Yap tidak termasuk fagi dalam frakst ini, sehingga fraksi ini disebut Lima minus §.

43 Risalah Perundingan 1959, jilid 11, h. 632-4,

46 fhig., h. 631,

47 Risalah Perundingan 1952, jiid [, h. 354.

8 poid., h. 507
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fﬂdonesm masih tetap dijajah”.4 : : :

Suasana yang semakin panas terjadi dalam pemanc.angan umum kedua
yang Juga mempakan ‘babak penegasan dari sikap masing-masing fraksi
Menurut Tresna B. Gamlda {Partai Rakyat Indongsia Merdeka, PRIM), dapat
menerima UUD 1945 sec.ara ‘keselurzhan dan menerima rancangan Pngam
Eandung yanc menampung segala keinginan fraksi dalam Konstituante, Hal
yang sama dikemukakan pleh Anwar MNasution {(GPFS). Demikian pula
dengan Soeduono Trojoprajitne {Murba) vang melihat pula peaerinaan UUD
1945 secara keseluruhan berarti menjadi "landasan membongkar masyara-
Ear Eﬂdonegza secara revo]as;oner” 50 Sementara pihak fraksi'islam melalui
Hamka {Masg umi} mengecam pemersma‘h yang dilihatnya dekat dengan pihak

iv:omums, dan me’:agaskan “éinginanipartainya terhadap adanya kabiner

premdensﬂ puizm}ya T@mTunggai Soekarno-FHatta, persatuan Nasional dan
rerdamaian nau;onai 51 ?enegaam lebih tajam terlihat dari ungkapan Al
Sjaifuddin (Penyaluran) yang menginginkan Piagam Jakarta....... “harusiah
ia menjadi batang tubuh UUD 1945, Ketegasan lebih lanjut dikemukakan
oléh Muhammad T ahir Abubakar (PSEI} yang ‘meminta Piagam Jakarta
menjadi Mukaddzmab UUD 1945 dan ‘perobahan dalam pasal 29 (1) UUD.
1945 sehmgga berbunyi ....... "Mégara berdasar aras Ke-Tuhanan dengan
kewajiban menjalankan syari’ arislam bagi pemefuknys"5? Dua pembicara
fraksi islam }amnya H. Miansur Datuk Nagari Basa (Perii) menambahkan
....... " gyari’ at Islam fin hanyzizh untik diperlakukan keénada ummat Esﬁam
smza bukaniah wniuk drmmat Emnnya”,“w dan Anwar Sutan Amiruddin {Partai
Pohm%{ Tharekar Islam, PPID bemendamt seran pemerintah untuk “kermbali
ke UUD 19@5” menganduno artl ummaa Isiam d}paksa }:anzs mengaku %alah
k&pa&ia Panca Silass :
“Dengan demikian pﬁmbdhasan unmi«: ”kem%ah ke LTUDF 3@45“ yang ci:—
kemukakan Presiden, dan vang ﬁemudzan dxtegaskan pemerintah ‘dengan
"secara keseluruhan” samipai pada’ pemahaman yang pada bagian iferflentu
sama, vaitu meminta tambahan masuknya segala hasil kerja Konstituante
selama ini, teruiama tentanz hak-hak asasi dan beberapa lainnya. Akan tetapi
menjadi perbedaaan pandangan vang tajam antara pihak fraksi Islam yang
menuntut masuknya Piagam Jakarta sebagal Mukaddimah UUD 1945 dan
perobahan pada pasal 29 (1) UUD 1945 sebagai ktonsekwensi logis masuknya
Dxagam Jakarta, dengan pihak pendukung “kembali ke UUD 1945" dengan
beberapa variasi, misainya melihat sebagai tahap. revo]usx tertentu dan seba-
gai alat perombakan secara revolusioner (Achmad Sockarmadidjaja dan

49 yuidl . 508

50 @isalah Perundingan 1958, jilid 11, h. $41-56, dan 964-73.
51 3bid., h. 877, '
52 ghid., h. 87749,

53 Inid., h. 594-8.

54 Ibid., h. 983,

555pid., h. §92.
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Seedijono Djojoprajitno), sarana bagi kebebasan beragama yang merupakan
(dasar.dari segala hak kebebasan (Simorangkir),5¢ cocok dengan “sistem satu
partai® (1.obo), masih ragu tentang pengangkatan goiongan fungsionil (Tresna
Garnida dan Anwar Nasution).5? Pada akhirnya maju delapan usul aman-.
demen dxmana salah saiy merupakan usul prosedur yang dikemukakan oleh
Mr: JCT Sxmorangklr (Parkindo), 8 satu lagi yang penting dari fraksi Isiam
yaitu meminta perobahan pada pada pembukaan UUD 1945 dengan dlganti
_cleh maksud dari Piagam Jakarta dan perobahan pada pasal 29 (1) UUD
194559 ‘
_ Untuk usul perobahan dari fmksx»frakm Islam di Konstituante itu dila—
_ kukan dua kali pemungutan suara,® pada pemungutan suara yang pertama,
duaratus sepuluh suara setuju dan duaratus enampuluh delapan suara tidak
setuju dan duaratus enampuluh lima suara menolak. Dengan demikian, se-
suai dengan ketentuan {ata tertib, suara setuju tidak mencapai dospertiga {316}
dari jumiah yang hadir (470), sehingga usul perobahan tersebut tidak
diterima.s!

Dengan tidak diterimanya usui perobahan dari fraksi-fraksi Isiam, tiada
jalan lain kecuali mengadakan pemungutan suara untuk mengukur sampai
berapa jauh keinginan Presiden dan pemerintah ("kembali ke UUD 1945
secara keseluruhan”) dapat diterima di majelis yang terhormat itu. Rapat
panitia musyawarah setuju pemungutan suara dilakukan sebanyak tiga kali,
bagi mencapai dua pertiga suara dari jumiah yang hadir.62

Pada pemungutan suara putaran pertama, dearatus enampuluh .sembi-
lan suara setuju pada usul "kembali ke UUD 1943 secara keselurizhan” dan
seratus sembilanpuluh sembilan suara tidak setuju. Hasil ini tidak mencapai
duapertiga (316) dari jumlah anggota yang hadir (474).63Pada putaran
ketiga, yang dilakukan secara terbuka, duaratus enampuluh tiga suara setuju
dan duaratus tiga suara tidak setuju. Hasil yang terakhir ini juga tidak men-
capai duapertiga (312) dari jumiah yang hadir (468).65

. N .
36 Risslah Perundingan 1939, filid 11, k. 46513,
57 Risalsh Perundingan 1959, jilid 111, h. 841-56

38 I6id., h. HO51-2. Usuyl ini dlsponson cleh 5 orang darj Parkindo (JCT Simorangkir, Ds WJ Rumambi,
Rumam Bams, Ds 1B Kawet, JJ§ Deiaa_), 2 dari Katholik (WA Lokollo, das Seemarto}, | dari Irian Barat
(1. Karoeboen), 1 dari chubhk Pmklamast (m. Sapija), 1 dan Baperki (Siaw Giok T}an), dan 1 daci PXY
(Sakirman).

39 Surat resmi bertanggal 26 Mei 1959,

60 Pemungutan suara dua kali, karena dalam peniungutan pertama terjadi keragu-raguan yang berdasarkan
tata-tertib mesti diuvlang, )

61 Rigalah Perandimgas 1959, jilid 11, h, 10824,

52 4., h. 1089-91.

53 gpig,, h. 1102,

64 fbid., n. 1114,

&5 Ebid., h, 1121-3t, lihat juga lampiran.
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: Kes:mpuian

Rangkaian uraian di aias memperhha‘zkaﬂ suatu pemahaman vang ter-
wagud dalam pandangan dan pendapat, Baik dari Presiden (dan pemerintah)
maupun dari fraksi-fraksi dalam Konstituante. Presiden (dan pemenntah}
vang semuld membenkan kesan mengusulkan suatu jalan bagi mengatasi ke-
sulitan dalam Konstithanie, menjadi kaku dan keras pada ke:;ngma-i ”%{embalz
ke UUD 1945 scara keselnruhan”. Hal mana juga berkembang cialam pan-‘_
dangan fraksi-fraksi di Ko&smuame vang serula terbagi pada pemahaman
fraksi-fraksi i’ Konstituante, vang semuia terbagi pada pemahaman untuk
xﬁeﬂgadakaﬂ penambahan tﬁfhadaa LIU 1945 dengan hasil-hasil vang telah
dicapai dalam lembaga. i:eihormaL e kepada penajaman pilihanantara sstuju
atau mez‘zg&dﬂ{an ;jarahahaﬂ sesuai dengan kevakinan yang dimiliki mere-
ka. Teriihat fraksi-fraksi Islam. hersaiu bagi nsaha mereka memasukan Piagam.
Jakarta 227 uni 1945 ¢ dengan segala konsekuensi perobahan pada Mukaddimah
dan Batang Tubuh LWUD 1845, sementara fraksi-fraksi non- dslam’ memberic
kan pandangan dan pendapat yang bervariasi sesuai pila dengan %eyakmani.
dan kepentingan mereka masing mnasing, '

Suatu sutuasi sulit memang terjadi. Akan tetapl situast itu diluar mdangf
Konstitnanie. Selayaknyz o ﬂemcrmmh menyelesailan pers mian-wessealan fers
sebut. Hal inif tidak’ dematd-mata terbaras pada masalah keamanan belaka,
iesapi Juga kesulitan ekonomi dan prasarananya-vang felah memad&am ke-:
“daan yang ada SLih ank m@negagc}can wibawa pemerintah. Kelihatannya:

berbagal keie‘”sahan 1151} mgm dibebankan pada lembaga terhormat tersebut}’
daﬁ sebahagian hgz z}aciﬂ keucﬁa»{semﬁgm Presiden terhadap sistem parles
menier yang seperti diketahui jelas-ielas membatasi peranan politiknya. Militer
sendiri, dan sebahagian kelompok fraksi-fraksi nasional, ingin memanfaat-
kan situasi yang ada-bagi kepentingan mereka yang juga bervariasi itu.

Kelihatannya suaru dekrit merupakan jalan keluar yang paling dapat di-|
terima oleh pihak-oihak ‘pendukung “kembali ke UUD 1945 secara
keseluruhan”, Keadaan‘negara dalam darurat perang (SOB) merupakan faktor
pembuka jalan untuk memilih jalan tersebut. Bagi Soekarno dan pemerintah:.
sulit untuk membiarkan peluang emas itu, sedangkan bagi fraksi-fraksi Islam
sulit pula untuk mengerti kenapa militer semakin mencampuri Urusan-urusan,
yang renurui mereka, di nar tugas dan kewajiban militer pula. Sementara:
‘%«;ekuatan—kekuatan nasional yang penuh variasi itu dalam menerima fkembali
ke UUD 1945 secara keseluruhan” melihat pembubaran Konstituante dengan’
berbagai variasi pula, Variasi itu terlihat dalam pembentukan lembaga-
lembaga tinggi dalam alam Demokrasi Terpimpin, yang sudah jelas berada
di luar jangkauan tulisan ini. ' :
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M. Hardjosoemarno Soelasmi Moedjiati S. Ny.
M. Soetimboel Kartowisastro Soembadji Sastroprawiro, Dr.
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